
PERSEPSI PEGAWAI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN 

SLEMAN TERHADAP PERAN KJSB DALAM MENDUKUNG LAYANAN 

SURVEI DAN PEMETAAN DI KABUPATEN SLEMAN  

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di 

Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

MUH. TSARY YAFI’ ADHYATMA 

NIT. 22314110 

 

 

 

 

 

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

POLITEKNIK AGRARIA STPN 

YOGYAKARTA 

2026



x 

 

ABSTRACT 

 

Land plays an important role in national development, so the government, through 

ATR/BPN, encourages the completion of PTSL by involving Licensed Surveyor 

Service Offices (KJSB) in survey and mapping services, where its success depends 

on the perception of Land Office employees toward the role of KJSB. This study 

aims to determine the perception of employees of the Sleman Regency Land Office 

toward the role of KJSB and the factors influencing it, using a descriptive 

qualitative method through interviews with 10 informants (purposive sampling), 

analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing based 

on the five dimensions of SERVQUAL: tangibles, reliability, responsiveness, 

assurance, and empathy. The results show that KJSB is considered to have 

performed reasonably well in supporting survey and mapping services, as reflected 

in adequate equipment, compliance with technical standards, a responsive attitude, 

accountability, and good cooperation, although improvements are still needed in 

administration, coordination, and communication; this perception is influenced by 

internal factors (experience, technical knowledge, attentiveness, understanding of 

service standards, level of involvement) and external factors (facilities and 

infrastructure, reliability of measurement results, timeliness, responsiveness, 

coordination, field/administrative constraints), so that overall, employees' 

perception is positive, although communication and coordination still need to be 

improved. 

Keywords: perception, Licensed Surveyor Service Office (KJSB), survey and 

mapping, Sleman Regency Land Office, service quality. 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peranan 

penting dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Oleh 

karena itu, jaminan kepastian hukum hak atas tanah menjadi salah satu prioritas 

pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria 

(UUPA) Pasal 19 ayat (1), yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk 

melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia (Zaenuri, 2019). 

Pendaftaran tanah di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam 

Pasal 19, undang-undang tersebut mengatur kewajiban pemerintah untuk 

menyelenggarakan pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum bagi 

masyarakat. Pasal 19 ayat (1) menegaskan bahwa pelaksanaan pendaftaran 

tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

merupakan tanggung jawab pemerintah, dengan tujuan memberikan 

perlindungan dan kepastian hukum terhadap pemilik tanah yang belum 

memiliki hak yang kuat secara yuridis (Natadiarta dkk., 2020). 

Dengan demikian, makna dari Pasal 19 UUPA adalah bahwa untuk 

mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan, pemerintah wajib 

menyelenggarakan sistem pendaftaran tanah yang diatur melalui peraturan 

pemerintah. Pendaftaran ini mencakup jaminan kepastian terhadap subjek dan 

objek hak atas tanah, yaitu individu atau badan hukum yang memiliki hak, serta 

kepastian mengenai lokasi, batas, dan luas tanah yang dimiliki (Harun 

Natadiarta dkk., 2020). Purbaya (2017) dalam (Mujiburohman, 2018), 

pemerintah saat ini, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang memiliki kewenangan dalam bidang 

pendaftaran tanah, terus berupaya mempercepat proses pendaftaran tanah 

melalui berbagai program dan proyek, meskipun masih menghadapi sejumlah 

keterbatasan. Beragam inisiatif yang telah dijalankan sebelumnya seperti 
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Proyek Administrasi Pertanahan (PAP), Land Management and Policy 

Development Project (LMPDP) atau proyek ajudikasi, program Larasita, serta 

Program Nasional Agraria (Prona) belum sepenuhnya berhasil mencapai target 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. 

Purbaya (2017) dalam (Mujiburohman, 2018), program terbaru yang 

dilaksanakan saat ini adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Program ini menargetkan agar 

seluruh 126 juta bidang tanah di Indonesia dapat terdaftar dan bersertifikat pada 

tahun 2025. Target tersebut dijabarkan secara bertahap, yakni 5 juta bidang 

pada tahun 2017, 7 juta bidang pada tahun 2018, 9 juta bidang pada tahun 2019, 

dan 10 juta bidang setiap tahun hingga 2025. Hal ini dikarenakan apabila proses 

pendaftaran tanah dilakukan dengan cara konvensional seperti sebelumnya 

yang hanya mampu mencatat sekitar 500 ribu bidang per tahun maka 

dibutuhkan waktu sekitar 160 tahun untuk mendaftarkan seluruh tanah di 

Indonesia. 

Pencapaian target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) bukanlah hal yang mudah. Sebagian pihak menilai program ini hanya 

sebagai bentuk ambisi politik atau upaya pencitraan pemerintah, karena hingga 

saat ini kurang dari 50 persen bidang tanah di Indonesia telah terdaftar, 

meskipun kewajiban tersebut sudah diatur dalam UUPA sejak 57 tahun lalu 

(Mujiburohman, 2018). Namun dalam pelaksanaannya, program PTSL 

menghadapi berbagai kendala, di antaranya keterbatasan jumlah sumber daya 

manusia, luasnya cakupan wilayah pengukuran, dan masih banyaknya 

pendaftaran tanah yang dilakukan secara sporadik. Untuk mengatasi hambatan 

tersebut, pemerintah membuka partisipasi pihak ketiga yang profesional, 

seperti Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) dan Kantor Jasa Surveyor 

Berlisensi (KJSB). Partisipasi pihak ketiga ini awalnya diatur dalam Peraturan 

Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2013 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi, 

kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 33 Tahun 
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2016 yang menekankan pada sistem perizinan dan kewenangan lembaga 

(Wahanisa dkk., 2024). 

Surveyor Berlisensi di Indonesia mulai dikenal sejak diterbitkannya 

Peraturan Menteri Agraria Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi. Peraturan 

tersebut mengatur kewenangan Surveyor Berlisensi untuk melaksanakan 

layanan pengukuran dan pemetaan secara langsung kepada masyarakat, serta 

menangani pekerjaan yang dilimpahkan dari Kantor Pertanahan. Adapun 

wilayah kerja Surveyor Berlisensi yang mencakup Surveyor Kadastral dan 

Asisten Surveyor Kadastral dibatasi pada satu wilayah kerja Kantor Pertanahan 

Kota atau Kabupaten (Ratrianto dkk., 2022). Pemerintah, melalui Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/BPN RI, menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 1 

Tahun 2017 sebagai perubahan atas Peraturan Nomor 35 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Untuk 

mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah memerlukan tenaga 

ahli di bidang pengukuran dan pemetaan, sehingga diterbitkan Peraturan 

Menteri Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadastral Berlisensi. Aturan 

ini menjelaskan ketentuan bagi pihak ketiga dalam mendirikan Kantor Jasa 

Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB) agar dapat bekerja sama dengan BPN 

melalui mekanisme lelang singkat yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut 

(Supriyadi M., 2022). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 8 Tahun 2022, Surveyor 

Berlisensi adalah warga negara Indonesia yang memiliki lisensi dari Menteri 

untuk melakukan survei dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pendaftaran 

tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi, 

lingkup pekerjaan KJSB mencakup empat kelompok kegiatan utama, yaitu: (1) 

survei, pengukuran, dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pendaftaran 

tanah, meliputi pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang 

tanah, dan pembuatan peta bidang tanah (PBT); (2) pemeliharaan data 



4 

 

pendaftaran tanah, meliputi pemisahan, penggabungan, pengembalian atau 

rekonstruksi batas, dan konsolidasi tanah; (3) pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum; serta (4) layanan dan kegiatan 

pertanahan lainnya sesuai penugasan dari Kementerian ATR/BPN, Kantor 

Wilayah, maupun Kantor Pertanahan. 

Adapun kondisi KJSB di beberapa wilayah seperti pada wilayah Di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, pelaksanaan PLM oleh KJSB tidak 

sesuai dengan Juknis Nomor 9/Juknis-PU.04.01/XI/2023 huruf D angka 8, 

yang menyatakan bahwa jika 5 hari kerja tidak ada verifikasi, berkas dianggap 

disetujui dan dapat langsung disahkan (Aldy dkk., 2026). Lalu pada Kabupaten 

Karanganyar KJSB belum berperan secara optimal dalam mendukung PTSL 

karena terkendala aspek perencanaan, SDM, kompetensi, sarana, dan 

kewenangan, sehingga memengaruhi efektivitas pelaksanaan PTSL (Zaenuri, 

2019). Pada wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 

beberapa Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) juga turut berperan aktif 

dalam mendukung pelaksanaan pelayanan pengukuran. Untuk memberikan 

gambaran mengenai bagaimana dukungan KJSB dalam pelaksanaan pelayanan 

pengukuran tersebut disajikan data mengenai capaian layanan pengukuran 

dalam kurun waktu tahun 2025, data tersebut dapat di lihat pada tabel berikut:  

Tabel 1. Data Jumlah Permohonan Pengukuran (2025) 

No 
Nama 

KJSB 

Jumlah 

Dalam 

Proses 

Jumlah 

Ditang

guhkan 

Jumlah 

Menunggu 

Penyelesaian 

Jumlah 

Selesai 

Total 

Berkas 

1. 

KJSB 

Shinta 

Aprilia 

Indrawati 

& Rekan 

0 0 0 1 1 

2. 

KJSB 

Indra 

Pramudita 

& Rekan 

0 0 10 2 12 

 

Sumber : KJSB Shinta Aprilia Indrawati & KJSB Indra Pramudita 
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Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa KJSB 

memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan layanan 

pengukuran tanah di Kabupaten Sleman. Keterlibatan KJSB tidak hanya 

membantu mempercepat proses pengukuran, tetapi juga berkontribusi dalam 

meningkatkan kualitas, ketepatan, dan efisiensi pelayanan yang diberikan oleh 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya 

diperlukan koordinasi yang saling membangun antara KJSB dan Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sleman. Koordinasi ini menjadi kunci utama agar 

pelaksanaan layanan pengukuran tanah dapat berjalan efektif, terarah, dan 

sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. 

Persepsi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman terhadap Kantor jasa 

Surveyor Berlisensi menjadi salah satu faktor dalam mewujudkan koordinasi 

yang konstruktif. Pandangan dan sikap pihak kantor pertanahan terhadap peran 

KJSB dalam mendukung layanan pengukuran sangat mempengaruhi pola kerja 

sama antar instansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

persepsi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman terhadap peran KJSB dalam 

mendukung layanan pengukuran pertanahan di kabupaten Sleman serta faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi tersebut. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam 

bentuk skripsi dengan judul “Persepsi pegawai Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sleman terhadap peran KJSB dalam mendukung layanan 

survei dan pemetaan di Kabupaten Sleman” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang bahwa peran Kantor Jasa Surveyor 

Berlisensi (KJSB) menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung 

pelaksanaan layanan pengukuran tanah di Kabupaten Sleman, namun masih 

terdapat variasi persepsi dari pegawai Kantor Pertanahan mengenai efektivitas, 

kualitas, dan koordinasinya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana persepsi pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman 

terhadap peran Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) dalam mendukung 

layanan survei dan pemetaan? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sleman terhadap peran Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) 

dalam mendukung layanan survei dan pemetaan? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sebagaimana rumusan masalah menjadi acuan penulis dalam 

mengidentifikasi dan menganalisis persepsi terhadap peran Kantor Jasa 

Surveyor Berlisensi (KJSB), maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui persepsi pegawai Kanstor Pertanahan Kabupaten Sleman 

terhadap peran Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) dalam mendukung 

layanan survei dan pemetaan di wilayah Kabupaten Sleman. 

2. Mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman terhadap peran Kantor Jasa Surveyor 

Berlisensi (KJSB) dalam mendukung layanan survei dan pemetaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi pengembangan ilmu pertanahan pada bidang pendaftaran 

tanah dan manajemen pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan peran 

dan kewenangan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) dalam 

mendukung tugas Kantor Pertanahan. Penelitian ini juga memperkaya 

kajian mengenai kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pelayanan 

pengukuran tanah serta memberikan dasar konseptual bagi penguatan teori 

delegasi kewenangan dan sinergi kelembagaan. Selain itu, penelitian ini 

menambah pemahaman tentang persepsi organisasi terhadap kinerja mitra 
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kerja, yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian lanjutan mengenai 

evaluasi kebijakan dan peningkatan tata kelola pelayanan pertanahan. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam meningkatkan efektivitas 

kerja sama dengan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) pada layanan 

pengukuran tanah. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi 

kinerja dan koordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan 

KJSB agar pelaksanaan pengukuran tanah lebih cepat, akurat, dan 

berkualitas. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi KJSB untuk 

memahami persepsi instansi mitra, sehingga dapat meningkatkan 

profesionalisme, kualitas layanan, serta kepatuhan terhadap standar 

teknis pertanahan. 
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BAB VI  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “persepsi 

pegawai kantor pertanahan kabupaten Sleman terhadap peran KJSB dalam 

mendukung layanan survei dan pemetaan di kabupaten Sleman”, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Persepsi pegawai kantor pertanahan Kabupaten Sleman 

Berdasarkan hasil pengolahan data, KJSB dinilai telah berperan cukup baik 

dalam membantu pelaksanaan layanan survei dan pemetaan di Kabupaten 

Sleman. Hal tersebut terlihat dari penilaian informan terhadap lima aspek 

kualitas pelayanan, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, 

dan empathy. KJSB dinilai memiliki peralatan yang cukup memadai, 

mampu melaksanakan pekerjaan sesuai standar teknis, responsif dalam 

memberikan informasi, bertanggung jawab terhadap hasil pengukuran, serta 

kooperatif dalam bekerja sama dengan pegawai Kantor Pertanahan. 

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, 

terutama pada aspek administrasi berkas, koordinasi, dan komunikasi agar 

kerja sama dapat berjalan lebih efektif. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi  

Berdasarkanhasil analisis, dapat disimpulkan bahwa persepsi pegawai 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman terhadap peran KJSB dipengaruhi 

oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi 

pengalaman kerja, pengetahuan teknis, perhatian, pemahaman terhadap 

standar pelayanan, dan intensitas keterlibatan pegawai dalam kerja sama 

dengan KJSB. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kelengkapan sarana 

dan prasarana, keandalan hasil pengukuran, ketepatan waktu, daya tanggap 

petugas, tanggung jawab terhadap data, kualitas koordinasi, serta kendala 

lapangan dan administrasi. Secara umum, faktor-faktor tersebut membentuk 
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persepsi positif karena KJSB dinilai mampu mendukung layanan survei dan 

pemetaan, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek komunikasi, 

koordinasi, dan pengelolaan administrasi agar kerja sama berjalan lebih 

efektif. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, peneliti menyampaikan beberapa 

saran yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam rangka meningkatkan 

koordinasi dan efektivitas kerja sama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman 

dan KJSB dalam mendukung pelaksanaan layanan survei dan pemetaan, sebagai 

berikut: 

1. Bagi kantor pertanahan Kabupaten Sleman 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman disarankan untuk meningkatkan 

sistem koordinasi dengan KJSB, terutama dalam hal pengelolaan berkas, 

alur administrasi, dan pemeriksaan hasil pekerjaan. Peningkatan koordinasi 

tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa langkah konkret, antara lain 

penyelenggaraan rapat koordinasi secara berkala untuk membahas progres 

dan kendala pekerjaan, penerapan sistem checklist atau lembar kendali 

berkas untuk memantau alur dokumen mulai dari penyerahan hingga 

penyelesaian, serta penyediaan tempat penyimpanan berkas yang terpisah 

dan diberi label jelas antara berkas milik KJSB dan Kantor Pertanahan. 

Koordinasi yang lebih tertib melalui langkah-langkah tersebut diperlukan 

agar tidak terjadi pencampuran berkas antara KJSB dan Kantor Pertanahan, 

sehingga proses layanan survei dan pemetaan dapat berjalan lebih efektif 

dan terarah. 

2. Bagi Kantor Jasa Surveyor Berlisensi  

KJSB juga disarankan untuk terus meningkatkan profesionalitas kerja, baik 

dari aspek teknis maupun nonteknis. Dari aspek teknis, KJSB perlu menjaga 

kualitas hasil pengukuran agar tetap sesuai dengan standar yang berlaku. 

Dari aspek nonteknis, petugas KJSB perlu meningkatkan komunikasi, 

keberanian menyampaikan pendapat, serta inisiatif dalam pengurusan 
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administrasi agar hubungan kerja sama dengan Kantor Pertanahan dapat 

berjalan lebih baik. 

Selain itu, perlu adanya evaluasi berkala antara Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sleman dan KJSB yang disertai dengan penerapan quality 

control secara sistematis terhadap hasil pekerjaan pengukuran dan 

pemetaan. Evaluasi ini penting untuk membahas kendala yang muncul di 

lapangan, seperti keterlambatan administrasi, kelengkapan data masyarakat, 

kehadiran tetangga batas, maupun kendala komunikasi, sementara quality 

control berfungsi untuk memastikan bahwa setiap hasil ukur dan peta 

bidang tanah yang dihasilkan oleh KJSB telah memenuhi standar teknis dan 

ketelitian yang dipersyaratkan sebelum diserahkan kepada Kantor 

Pertanahan. Melalui kombinasi evaluasi rutin dan quality control yang 

konsisten, setiap permasalahan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan, 

kesalahan teknis dapat diminimalisasi sejak dini, sehingga kualitas layanan 

survei dan pemetaan dapat terus meningkat secara berkelanjutan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian 

dengan melibatkan sudut pandang masyarakat sebagai pengguna layanan 

atau pihak KJSB secara langsung. Dengan demikian, penelitian berikutnya 

dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kualitas 

layanan survei dan pemetaan, tidak hanya dari persepsi pegawai Kantor 

Pertanahan, tetapi juga dari pihak pelaksana dan penerima layanan. 
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